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ABSTRAK

MUH JUFRI, Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19
di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Ahmad Taufik dan Hardianto hawing)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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Kebudayaan 2020) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai
pedoman pelaksanaan belajar di rumah selama keadaan darurat wabah Covid-
19, memastikan pengayaan siswa untuk layanan pendidikan darurat Covid-19,

melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, wabah dan

1
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infeksi Covid-19 di dunia pendidikan serta memberikan dukungan psikososial

bagi pendidik, siswa dan orang tua / wali. Hal tersebut sejalan dengan

berlakunya PP Nomor 21 Tahun Zﬂl tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB} dﬂ.l.'l tﬁﬂt&ﬂg ydaruratan  Kesehatan Mﬂsyﬂ.l'ﬂkﬂt

COVID-19 (Jojor &8

t Covid-19 terlihat
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dalam (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah




ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini
meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan
operasional dalam kurung wakt

melanjutkan upaya-upaya ug
ijakan (Winarno, 2007).

3 pandemi covid 19

N
=

\ ‘4 1 ,/
s s L‘
“‘, ,.,,'l ) 4/ L:
N N ‘s ]
SIS .,
NG ) )
i ' ) 1

Untuk Mengangkat Penelitian Dengan Judul Implementasi Kebijakan Sistem

Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1) Bagaimana Implementasi ke

Covid 19 di Kaby /

m Pendidikan Pada Masa Pandemi

plementasi Sistem

Di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan dinas
pendidikan di Kabupaten Gowa, dalam implementasi kebijakan sistem
pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. Hasil




penelitian ini di harapkan dapat menjadi nilai tambah yang selanjutnya dapat

di  kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya khususnya

Implementasi Kebijakan Sistem Bendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian tecddhv
penilitian ini adalah, se
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kinerja perguruan tinggi selain tercapainya
tiga misi utama perguruan tinggi yaitu Tri
Dharma Pendidikan yang meliputi misi




pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakal. Kinerja Universitas ini
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yang hanya bertahan selama tiga hari
pemakain. Pengisian data akademik dan
pelaporan keuangan belum di lakukan




secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut,

tampak bahwa kebijakan penerapan Sistem

rmasi  Aplikasi Pendidikan Online

n untuk  mendukung
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Bappeda, Perwal No.26 Tahun 2012 yang
DPKAD  dan | discbabkan oleh beberapa kendala. DI

dinas DPKAD salah satu dari dalam lampiran




pendidikan Kota

Semarang,

peraturan Walikota Semarang No.26 tahun

2012 masalah karena jabatan sekretaris

DPKAD yang diangkat sebagai pejabat

berfokus pada Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi

Covid 19 Kabupaten Gowa.

B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik

I. Implementasi
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Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing,
yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah fmplementation

yang bentuk kata kerjanya adalah to implement dimaksudkan sebagai ro
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prakiinya badan-

badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate
dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk
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memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan (Surbakti et al., 2021).
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dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif
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Pressman dan Wildavsky dalam (Tangkilisan, 2003). implementasi

diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana

tindakan dalam mencapai tujba
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masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas atau sasaran yang
ingin dicapai dan berbagai cara menstruktur atau mengatur proses

implementasinya.

tersebut, atau kemampuan untuk
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Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya
diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang. kemudian output

kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan instansi

mplementasian  suatu  kebijakan
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prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai
tujuan tertentu. Pemimpin public (public leaders) harus mampu membuat
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kebijakan untuk mencapai “common good”. Namun ironisnya dalam situasi
krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang
memadai, yang berakibat pada, tergerusnya legitimasi kepemimpinan,
bahkan bisa menyebabkan ,A gyaan terhadap system Farazmand
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perlu merujuk pada proses pembuatan kebijakan dan formulasinya. Dalam

melakukan formulasi kebijakan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat

urgen dan paling mendesak karena ketika kepala sekolah memilih untuk
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mengambil sebuah kebijakan tentunya berdasarkan analisis pelaksanaan

atau perencanaan dan juga isu yang berkembang di lapangan Irwan Abdu
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dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti costbenefit analysis, cost-

effectiveness analysis dan lain-lain. Menyusun masalah kebijakan terdiri dari
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tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah
Munawar Sholeh dalam (Budiyanti et al., 2021).

3. Implementasi Kebijakan
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tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya.
Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti

keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu




yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk
mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan olch

keputusan-keputusan kebijakan.
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Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undangundang ditetapkan dan

dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.
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Dari beberapa definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan

bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan

vang dilaksanakan oleh agen pelaksana atau pejabat untuk mencapai sasaran
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setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan,

atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan




kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mercka, hambatan-
hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.
b) Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil) terjadi

implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspekiif. yaitu (Priyatin & Rahmi, 2022)
) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan
birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan fakta
yang ada dilapangan, maka perlu adanya kepatuban dari birokrasi
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terhadap birokrasi di atasnya. Hal tersebut bertujuan agar Implemntor
dapat menjalankan kebijakannya dengan baik dan benar. Diharapkan
dengan adanya kepatuhan birg

maka implementor akan & A\ vang harus dilakukan, dan

e

okrasi terhadap birokrasi yang diatasnya,

di mana peng konsepsian sesuatu yang belum di ketahui didasarkan pada
sesuatu yang sudah kita ketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk
mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena.
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Adapun  model-model  implementasi  kebijakan  dalam
| perkembanganya (Suaib, 2016). Antara lain yaitu:

a. Model Van Mater danVan Hom
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Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu
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kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses kebingungan
pada pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

ebijakan, maka
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¢) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal

supaya dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah legitimasi atau
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otoritas bagi para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang
ditentukan secara politik.

d) Fasilitas, adalah suatu gaktor fterpenting dalam pelaksanaan
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b) Insentif, Edward mengemukakan bahwa teknik vang disarankan

untuk memberantas masalah kecenderungan para pelaksana
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merupakan dengan memampulasi msentif. Oleh sebab itu, pada

umumnya orang-orang bertindak menurut kepentingan dini sendiri,

N vang memungkL

dikembangkan oleh (Edward ITI george C, 1984) dikarenakan vanable-
variabel FEdward melibatkan seluruh  stakeholder (pemangku
kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta ataupun publik secara

individual maupun kelompok. Di mana implementasi kebijakan im
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meliputi 3 unsur yaitu langkah yang diambil oleh badan atau lembaga
administratif, tindakan yang menggambarkan ketaatan kelompok

target, dan jejaring sosial politik serta ekonomi yang mempengaruhi
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1) Sistem Konvensional Dalam Proses Belajar Mengajar
Sebenamya yang menjadi masalah inti di dalam dunia pendidikan,

yang dapat ditemukan sebaga kekurangan adalah proses belajar mengajar
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konvensional yang mengandalkan tatap muka antara guru dan siswa, dosen
dengan siswa, pelatih dengan peserta pelatihan, namun ini adalah target yang
mudah dan paling mudah menjadi target yang menginginkan peningkatan
kualitas di dunia pendidikag
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kertas tentu sudah ketinggalan zaman.
Setiap sistem sekolah harus moderat dengan teknologi yang

memungkinkan mereka belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Dan
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Teknologi Informasi adalah kunci untuk model sekolah masa depan vang
lebih baik. Namun upaya anak-anak bangsa juga terus dilakukan untuk

mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam hal menyampaikan proses

perguruan tinggi, diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic
university (e-University). Pengembangan e-University bertujuan untuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat



menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik
didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan

pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan

,A e dan mateni kuliah tersebut dapat
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manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur telekomunikasi dan

perangkat hukumnya yang mengaturnya. - 55 - *Adalah’ Buletin Hukum dan

Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020) Apakah infrastruktur hukum yang melandasi




operasional pendidikan di Indonesia cukup memadai untuk menampung
perkembangan baru berupa penerapan IT untuk pendidikan ini. Selain itu
masih terdapat kekurangan pada)hal pengadaan infrastruktur teknologi
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peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi

kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa.
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F. Deskripsi Fokus Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam

fokus penelitian tersebut:
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pembelajaran secara dalam jaringan.




b. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa untuk menunjang proses implementasi mengenai
kebijakan sistem pendidikan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

dokumen-dokumen serta laporan-laporan vang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai kota dan karya tulis
yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dan di dapat dan institusi

lembaga yang bersangkutan.
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D. Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini di dapat oleh Kepala Bidang, Satuan

Pendidikan, Peserta Didik dan Orangdl'ua Peserta Didik di kabupaten gowa.
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berhubungan dengan penelitian ini;
4) Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah wawancara dan

telaah dokumen. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data
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tambahan melalw jurnal, buku, website, foto-foto dan hal vang berhubungan
dengan vanable yang diteliti.
F. Analisis Data
Analisis data dal

hasil penelitian adalah dengan melakukan metode ftriangulasi. Menurut
Sugiyono dalam (Budiyanti et al., 2021) teknik pengumpulan data triangulasi

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifal menggaungkan dan




berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Menurut

Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu

|. Triangulasi sumber

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan
secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Parigi, Bungaya. Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total

luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40
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derajat, vaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya
dan Tompobulu.

Kabupaten Gowa dilalui gleh banyak sungai yang cukup besar yaitu
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Mandin dan Berdava Saing dengan Tata Kelola Pemenntahan vang Baik™
Misi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya

untuk mencapai visi, diantaranya, vaitu:




a) Menmingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak
dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
b) Menmgkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan

ekonomi kerakyatan
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5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.
C. Fl'ﬂgr&m Unwllm'
1. Pendidikan gratis




2. Sistem kelas tuntas berkelanjutan

3. Pembangunan manusia seperempat abad

4. Imtaq Indonesia

kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid 19 merupakan
mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga

kependidikan, keluarga dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan
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tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan
layanan pendidikan selama pandemi Cowid-19 di Kabupaten Gowa. Sama

halnya di katakan oleh DR. Ulfa Teari Batari selaku kepala bidang Sekolah

di tingkat bidang Sekolah
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Gowa menyatakan bahwa:

“Implementasi pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan surat
edaran dari Kemendikbud. Yaitu media yang digunakan melalaw
gawai dan fasilitas diskusi dilakukkan di group media sosial maupun
aplikasi pesan yaitu di grup aplikasi whatsapp vang telah di buat oleh
wali kelas masing-masing setiap tingkatan. Penggunaan aplikast
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whatsapp sebagai media interaksi  selama  pembelajaran  dalam
garingan lebih mudah digunakan, mudah diakses semua siswa dan
orang tua memiliki aplikasi tersebur. Dibandingkan aplikasi [.MS
seperti google classroom, ruang guru dan sebagamya”. (Hasil
wawancara 05 April 2022)
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tanggal selesai penugasan. Jika siswa dan orang tua kurang paham
atas pembelajaran yang disampaikan bisa konsultasi melalu group
maupun chat pribadi guru yang menyampaikannya”. (Hasil wawancara
05 Apnil 2022).
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi

sistemn pembelajaran luar jaringan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten

sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa adalah
Sebagai Berikut

a) Transmisi




Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya

disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi jupa kepada kelompok

peserta didik turut membantu wmengawasi anak-anak pada saat

pembelajaran daring sedang berlangsung.
Selain itu Kepala Bidang Sekolah Dasar menerapkan pula sistem

pembelajaran Luring dimana diperuntuhkan kepada peserta didik yang
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tidak memiliki akses jaringan vang tidak memadai, seperti peserta didik
yang tinggal dipelosok Desa.

b) Kejelasaan Informasi
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akan tetapi tidak semua masvarakat Kabupaten Gowa mengetahui
kebijakan ini, Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh salah satu

orang tua peserta didik:
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“Sava tidak mengetahui sisiem pembelajaran dolam Jaringan saya
hanya ditanya oleh anak-anak bahwa sisiem pembelajaran saat di
masa pandemi covid 19 yang paling efeknf yaitu  dengan
mengunakan sistem online yang sering dikenal dalam Jarmgan
setahu saya sistem pembglajaran itu anak-anak datang ke sekolah

(hasil wawancara M.
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dengan harapan yang diinginkan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas
mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan sistem
pendidikan pada masa pandemi covi 19

‘& Sumber Daya Manusia
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Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan

suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah

organisasi tidak siap, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara

implementasi kebijakan sistem pendidikan Kepala Bidang Sekolah Dasar
Kebupaten Gowa sudah siap dalam menjalankan pembelajaran daring,
dibantu dengan sumber daya manusia yang sudah paham. Dan sisi pandem
tersebut kita bisa melihat peluang pendidikan di masa depan vang terbentuk
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dan kondisi pandemi covid 19, menurut penulis pembelajaran daring bisa
tetap diterapkan setelah pandemi berlalu.
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Tenn Batan selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar.

“Iva, Kepala Bidang Sekolah Dasar mular memahami dan mengerti
kebijakan yang bisa diterapkan pada masa pandemi covid 19 vaitu
sistem pembelajaran dalam jaringan”™ (Hasil wawanacara UTB 23
maret 2022)
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19
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pun dapat tercapai. Berikut wawancara bersama Ibu Dr. Ulfa Tenri Batan
selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar.

“komitmen kepala bidang Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan
dengan adanya aturan peraturan Pemerintah tentang  sistem




pembelajaran online (dalam Jaringan) . (Hasil wawanacara UTB
23 maret 2022)

Berdasarkan hasil tersebut Kepala Bidang dan Satuan

pendidikan yang telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi dan salah satu ciri
yang diadopsi yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi di
format ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur

memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanva
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pemetaan tugas pokok dan fungsi merupakan cerminan darn diadopsinya
sistem pembagian kerja. Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan

oleh kepala bidang Sekolah dasar Br. Ulfa Tenri Batan mengatakan bahwa:

wkolah Dasar bertanggung jawah
nan: bahaan  perumusan  teknis,
crali  dan pelaporan. Dan

Y h  Dasar”. (Hasil

masing-masing  memiliki  sejumlah  personil yang diatur  dalam

penempatannya pada setiap safuan umit kerja dalam jenjang struktur
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organisasi, dan setiap jenjang melekat peran atau wewenang yang harus
dijalankan sesuai tugas yang diberikan atau dilimpahkan.

faktor yang mendukung implementasi kebijakan dalam menggunakan

teknologi sebagai bahan untuk dalam janngan adalah dengan adanya dasar

hukum pelaksanaannya yang tertuang dalam Surat edaran pemerintah dalam
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melaksanakan sistem pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya wawancara

yang disampaikan oleh kepala bidang Sekolah dasar Dr. Ulfa Tenni Batan

1. Faktor penghambat
Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari

berbagai kendala yang ditemukan di proses implementasi kebijakan




sistem penddikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten, Untuk

mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara
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tugasnya dirumah melainkan di rumah temannya. Sama halnya
dikakatakan oleh salah satu peserta didik di tingkat Sekolah Dasar:

“Kurang mmal dan motivasi belajar peserta didik”. (Hasil
wawancara 28 Maret 2022)
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Dari hasil wawancara tersebut dapat di ssmpulkan bahwa dalam

pembelajaran secara dalam jaringan peserta didik yang sudai kelihatan
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sistem pembelajaran daring dan luring diharapkan guru untuk kreatif dalam
mendidik peserta didik Supaya keberhasilan pembelajaran bisa tercapai dengan
baik atau efektif.
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Proses sistem pendiddikan pada masa pandemi covid 19 diukur
menggunakan indikator oleh (Edward I1I george C, 1984). Antara lan:
1) Komunikasi kebijakan sangat gerlu untuk disampaikan agar pelaku

Mol o2 °F
hansasn
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wan kac

sudah sangat baik dapat dilihat dari bagaimana komitmen dan sikap para
implementor terhadap suatu program atau kebijakan. sikap para pelaksana
dalam menyikapi pandemi covid 19 sudah sangat profesional dan
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bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masvarakat terkait

sistem pembelajaran daring maupun luring;

4) Struktur Birokrasi Dinas Pendidikan dalam menyikapi pandemi covid 19
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